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di-
BLORA

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pefnerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :
I. ¥ PENDAHULUAN

1.1.

1.2

Dasar Hukum Evaluasi

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara' Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

c) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

d) Permen PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

e) Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

f) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2022.

g) Surat Tugas Evaluasi SAKIP pada OPD se - Kabupaten BloraNomor 094/707 /2022
tanggal 20 Juni 2022

Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai
suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
Penerapan SAKIP di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah dilakukan secara
“self assesment”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya
kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Blora selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan, seharusnya
mendapatkan informasi seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat
akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di
bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk
dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 094/707 /2022 tanggal 20 Juni 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE)



1.3.

14.

1.5.

1.6.

1.7.

Tujuan Evaluasi

a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong
peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Pemerintah :

b) Tujuan Khusus :
1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :
a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
b) Penilaian pengukuran kinerja
c) Penilaian pelaporan kinerja
d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal
Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan
dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada
komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian
melalui wawancara.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi
kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

¢) Studi Dokumentasi

Susunan Tim
a Penanggungjawab : Free Bayu Alamanda, AP, M.Si
b Koordinator Teknis :  Drs. Sakdullah
¢ Tim Auditor
Pengendali Teknis : Hadi Prabowo, SH, M.Si
Ketua Tim : Kartika Erawati, SH
Anggota Tim : Linda Helina Pratamasari, SE
Nanang Wahyu Pratomo , ST
d Tim PPUPD
Supervisor :  Danung Harsuninto, SE, MM
Ketua Tim merangkap Anggota : Imam Sidiq Sadmo Nugroho, SE

Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
a) Dasar hukum pembentukan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora dibentuk melalui regulasi sebagai berikut

1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

2. Peraturan Bupati Blora Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora

b) Kedudukan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan wajib di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



1.8.

c) Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan;

4. pelaksanaan administrasi kedinasan di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan; dan

5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
fungsinya.

Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (clean and
good governance) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu,
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora berupaya menyelenggarakan pemerintahan
dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi hasil
(result oriented government) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan
yang diemplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiiki arah dan tolok
ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil
yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat
diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun
2016-2021, untuk membantu mewujudkan Misi pertama yaitu “mewujudkan pemerintah
yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan pelayanan publik”.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebanyak 5 (lima) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 6 (enam).

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja
Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora adalah 113,66 % Secara rinci tingkat capaian seluruh
indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No. Indikator Target Realisasi Capaian
1. Persentase 68,72% 87,5% 127,33%
pemenuhan
kebutuhan aparatur
2. | Persentase = pejabat 57,60% 70,00% 121,53%
sesuai kompetensi
3. | Persentase 100% 100% 100%

penyelesaian kasus -
kasus  pelanggaran
disiplin dan proses
izin perkawinan dan
perceraian




1.9.

No. Indikator Target Realisasi Capaian

4. | Persentase kepuasan 90% 85,038% 94,49 %
masyarakat/penerima
layanan administrasi
kepegawaian

5. Presentasi akurasi 90% 100% 111,11%
data kepegawaian

6. | Nilai  akuntabilitas 61% 81,41% 133,46 %
kinerja OPD

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa
capain kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 113,66% termasuk dalam kategori sangat baik/
sangat berhasil. Pencapaian tertinggi ada pada nilai presentase pemenuhan kebutuhan
aparatur yaitu mencapai 127,33 %, sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Badan
Kepegawaian Daerah pada Tahun 2021.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya
Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 13 rekomendasi dan
telah ditindaklanjuti sebanyak 13 atau 100%.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1.

Kondisi

2.1.1.  Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mendapatkan

nilai 24,6% dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga)

komponen yaitu :

¢ Keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 54 % dengan bobot sebesar 6 %

e Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,2% dengan bobot sebesar 9 %

» Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12% dengan bobot 15%.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah

melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja berupa :

a. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor
31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Blora.

b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RPJP tahun 2005-2025.

¢ Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-202

Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2021

Dokumen Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI)

Dokumen Rencana aksi OPD Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2021

Cascading OPD Tahun 2021Dstnya

Pada komponan Perencanaan Kinerja ditemukan hal - hal sebagai berikut :

e Belum terdapat dokumentasi / dokumen pendukung bahwa Perencanaan kinerja dapat
memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
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21.2.  Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mendapatkan
nilai 249% dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga)
komponen yaitu :



e  Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan mlal 4,8% dengan bobot sebesar
6%

¢  Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 8,1% dengan bobot sebesar 9 %

¢  Pemanfaatan Pengkuran Kinerja nilai 12% dengan bobot 15%.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah

melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja berupa :

a. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor

31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Blora

Dokumen IKU

Dokumen SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Dokumen Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi

Dokumen Hasil Pemantauan Kinerja dan SK Tim Pemantauan Kinerja

Dokumen Monitoring Evaluasi Kinerja dengan Aplikasi e-SAKIP

Dokumen Reward dan Punishment Pegawai

Laporan e-Kinerja Pegawai.

Pada komponen Pengukuran Kinerja telah memenuhi kriteria keberadaan dokumen yang

diharapkan
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2.1.3.  Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora mendapatkan

nilai 12% dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga)

komponen yaitu :

e  Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,4% dengan bobot sebesar 3%

e Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,6 % dengan bobot sebesar 4,5%

¢ Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6% dengan bobot 7,5%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah

melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja berupa :

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

b. Hasil Pemantauan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

c. Laporan Hasil Supervisi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora

d. Seluruh dokumen Kinerja telah dipublikasikan di website Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora

Pada komponen Pelaporan Kinerja ditemukan hal - hal sebagai berikut :

e Belum terdapat dokumen tentang Laporan Kinerja yang telah menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark
Kinerja)

2.14. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Blora mendapatkan nilai 20% dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat

dari 3 (tiga) komponen yaitu :

e  Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai4% dengan
bobot sebesar 5 %

e Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6% dengan bobot sebesar 7,5%

e  Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10% dengan bobot 12,5%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah

melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa :

a. Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor

31 Tahun 2019 Petunjuk Teknis penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Blora.

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

SK Tim SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora

Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
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2.2,

Pada komponen Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memenuhi kriteria
keberadaan dokumen yang diharapkan.

2.15. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2021 mendapatkan skor 81,51% dengan
predikat kinerja A - memuaskan.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No. Komponen Sub Komponen Bobot Nilai
1 | Perencanaan Kinerja 30 % 24,6%
a. Keberadaan 6% 5,4%
b. Kualitas / Mutu 9% 7,2%
c. Pemanfaatan 15% 12%
2 | Pengukuran Kinerja 30% 24,9%
a. Keberadaan 6% 4,8%
. Kualitas / Mutu 9% 8,1%
c¢. Pemanfaatan 15% 12%
3 | Pelaporan Kinerja 15 % 12%
a. Keberadaan 3% 2,4%
b. Kualitas / Mutu 4,5% 3,15%
c¢. Pemanfaatan 7,5% 5,25%
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25% 20%
Internal
a. Keberadaan 5% 4%
b. Kualitas / Mutu 7,5% 6%
c. Pemanfaatan 12,5% 10%
Total Nilai 81,51%

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya mengalami
perubahan komponen. Penilaian terdahulu dinilai dengan 5 komponen, sedangakn
penilaian saat ini dinilai dengan 4 komponen.

Penyesuaian penilaian tersebut telah disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permenpan
RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan
agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja :

e Menyusun dokumen pendukung bahwa Perencanaan kinerja dapat memberikan
informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

2) Pelaporan Kinerja :
¢ Menyusun dokumen tentang Laporan Kinerja yang telah menginfokan analisis dan

evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional
(Benchmark Kinerja)

III. PENUTUP

3.1.

Simpulan

3.1.1.  Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Blora memperoleh nilai 81,51% dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No Komponen yang Dinilai Bobot (%) Nilai
a. | Perencanaan Kinerja 30 24,60%
b. | Pengukuran Kinerja 30 24,90%
c. | Pelaporan Kinerja 15 ~ 12,00%
d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 20,00%

Nilai Hasil Evaluasi 100 81,51%




3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 81,51% Badan Kepegawiaan Daerah Kabupaten Blora
termasuk dalam kategori penilaian “A” (memuaskan) dengan interpretasi sudah terdapat
gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam
mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3.2.  Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik
Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora agar tetap mempublikasikan dokumen
perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen informasi kinerja dan laporan keuangan
melalui website OPD tepat waktu sehingga dapat diakses dan diunduh oleh publik sebagai
aspek transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta
seluruh jajarannya dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Demikian untuk menjadikan maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Plt. INSPEKTUR DAERAH
Sekretaris

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

FREE BAYU ALAMANDA, AP, MSi
Pembina Tk.I
NIP.19750305 199311 1 00




